
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 1992  

TENTANG 

 MEREK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada 
umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, 
merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan 
penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau 
jasa; 

  c. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, 
diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum 
atas merek yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 
Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, 
karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan dan kebutuhan; 

  d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu 
untuk menyempurnakan pengaturan mengenai merek data suatu 
undang-undang; 

 

Mengingat : 1. Pasal  5 ayat (1), Pasal  20 ayat (1), dan Pasal  33 Undang-Undang 
Dasar 1945; 
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  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209); 

 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan wama, atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan data kegiatan 
perdagangan barang atau jasa. 

 
2. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
barang-barang sejenis lainnya. 

 
3. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
jasa-jasa sejenis lainnya. 
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4. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa 
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa 
orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan 
dengan barang atau jasa sejenis lainnya. 

 
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau 
sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. 

 
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi pembinaan merek. 
 
7. Kantor Merek adalah satuan organisasi di lingkungan departemen 

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang 
merek. 

 
 

BAB II 
LINGKUP MEREK 
Bagian Pertama 

Umum 
 

Pasal 2 
 

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek 
Dagang dan Merek Jasa. 

 
Pasal 3 

 
Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada 
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka  
waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi 
izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
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badan hukum untuk menggunakannya. 
 

Pasal 4 
 

(1) Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan 
pemilik merek yang beritikad baik. 

 
(2) Pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara 
bersama-sama, atau badan hukum. 

 
Bagian Kedua 

Merek Yang Tidak Dapat Didaftar 
dan Yang Ditolak 

 
Pasal 5 

 
Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di 
bawah ini: 

a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; 

b. tidak memiliki daya pembeda; 

c. telah menjadi milik umum; atau 

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 
yang dimintakan pendaftaran. 

 
Pasal 6 

 
(1) Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 
untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas. 

 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
-  5  - 

 
 

(2) Permintaan pendaftaran merek juga ditotak oleh Kantor Merek 
apabila: 

 
 a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek 

dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah 
terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 

 
 b. merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan 

nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari 
negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali 
atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, 

 
 c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau 

Stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga 
pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang; atau 

 
 d. merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi 

Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang 
Hak Cipta tersebut. 

 
Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Perlindungan 
Merek Terdaftar 

 
Pasal 7 

 
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 
sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan 
pendaftaran merek yang bersangkutan. 

 
 
 
 


